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GUGATAN PKPUMAYBANK TERHADAP PAN BROTHERS DITOLAK

Pada tanggal 26 Juli 2021, PT Pan Brothers Tbk (“Pan Brothers” atau “Perseroan”) telah
menghadiri sidang lanjutan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia”) dengan agenda
Pembacaan Putusan. Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. membacakan
putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

Pada pokoknya pertimbangan hukum dalam putusan, adalah: Majelis Hakim sependapat
dengan dalil yang diajukan Perseroan bahwa pengajuan PKPU di Indonesia diajukan kepada
debitor yang sama dengan proses di Singapura, sehingga dalam hal ini Maybank Indonesia
tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU ini. Kalaupun
pemeriksaan tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan terhadap hal ini akan menjadi
pemeriksaan yang tidak sederhana (bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU
No.37/2004), dan Majelis Hakim menolak untuk memeriksa perkara untuk menghindari
tumpang tindih 2 yurisdiksi hukum penyelesaian perkara.

Pada tanggal 28 Juni 2021 yang lalu, Perseroan dan Anak Perusahaannya mendapatkan
moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura hingga 28 Desember 2021. Oleh karena itu,
sampai dengan tanggal tersebut, kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Pengadilan diputuskan bahwa:

a) tidak ada keputusan yang akan diambil untuk pembubaran Pan Brothers dan/atau
masing-masing Anak Perusahaan;

b) tidak ada kurator atau manajer yang ditunjuk atas properti atau usaha Pan
Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan;

c) tidak ada proses yang akan dimulai atau dilanjutkan (selain proses berdasarkan
pasal 210 atau 212 Companies Act (Cap. 50), atau pasal 64, 66, 69 atau 70 dari Act)
terhadap Pan Brothers dan/atau masing-masing dari Anak Perusahaan kecuali
dengan izin Pengadilan dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh
Pengadilan;

d) tidak ada permulaan, kelanjutan atau pengadaan eksekusi, tekanan atau proses
hukum lainnya terhadap properti Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak



Perusahaan kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada persyaratan yang
ditetapkan oleh Pengadilan;

e) tidak ada langkah-langkah yang akan diambil untuk menegakkan jaminan atas
properti Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan, atau untuk
mengambil kembali barang-barang yang dimiliki oleh Pan Brothers dan/atau
masing-masing Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian sewa guna usaha,
perjanjian sewa beli. atau perjanjian retensi hak, kecuali dengan izin Pengadilan
dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

f) penegakan hak masuk kembali atau perampasan di bawah sewa apa pun
sehubungan dengan setiap tempat yang dikuasai oleh Pan Brothers dan/atau
masing-masing Anak Perusahaan (termasuk penegakan apa pun sesuai dengan
bagian 18 atau 18A dari Conveyancing and Law of Property Act ( Cap.61)) harus
ditahan, kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada persyaratan yang
ditetapkan oleh Pengadilan.

Moratorium atas tindakan yang disebutkan di atas berlaku untuk setiap orang di Singapura
atau di dalam yurisdiksi Pengadilan, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura atau di
tempat lain.

Berdasarkan hasil putusan PKPU di Indonesia dan Moratorium di Singapura, maka seluruh
kreditur Perseroan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan PKPU ataupun tindakan
hukum lain dan tunduk terhadap Putusan Moratorium Singapura hingga tanggal yang telah
ditetapkan. Perseroan akan fokus dalam menyelesaikan proses restrukturisasi yang sedang
berjalan dan berharap agar kesepakatan dengan seluruh kreditur dapat terealisasi
secepatnya.

Hingga saat ini kegiatan operasional Perseroan masih berjalan dengan normal tanpa adanya
pengurangan produksi atupun pengurangan karyawan/PHK.
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PKPUMAYBANK AGAINST PAN BROTHERS REJECTED

On July 26, 2021, PT Pan Brothers Tbk (“Pan Brothers” or the “Company”) attended the
follow-up hearing on the Application for Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
by PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia”) with the agenda of Reading the
Decision. Chairman of the Panel of Judges Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. read out the verdict
as follows:
1. Reject the Petitioner's PKPU Application in its entirety;
2. Punish the PKPU Petitioner to pay court fees.

In essence, the legal considerations in the decision are: The Panel of Judges agrees with the
argument put forward by the Company that the PKPU application in Indonesia is submitted
to the same debtor as the process in Singapore, so that in this case Maybank Indonesia does
not have the legal standing to file this PKPU Application. Even if the examination continues,
the examination of this matter will be a complicated examination (contrary to the provisions
of Article 8 paragraph (4) of Law No.37/2004), and the Panel of Judges refuses to examine
the case to avoid overlapping of the 2 jurisdictions of case settlement .

On 28 June 2021, the Company and its Subsidiaries received a moratorium from the
Singapore High Court until 28 December 2021. Therefore, until that date, except with the
leave of the Court and subject to such terms as the Court imposes:

a) no resolution shall be passed for the winding up of Pan Brothers and/or each of the
Subsidiaries;

b) no receiver or manager shall be appointed over any property or undertaking of Pan
Brothers and/or each of the Subsidiaries;

c) no proceedings shall be commenced or continued (other than proceedings under
sections 210 or 212 of the Companies Act (Cap. 50), or sections 64, 66, 69 or 70 of
the Act) against Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries except with the leave
of the Court and subject to such terms as the Court imposes;

d) no commencement, continuation or levying of any execution, distress or other
legal process against any property of Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries
except with the leave of the Court and subject to such terms as the Court imposes;

e) no steps shall be taken to enforce any security over any property of Pan Brothers
and/or each of the Subsidiaries, or to repossess any goods held by Pan Brothers
and/or each of the Subsidiaries under any chattels leasing agreement, hirepurchase



agreement or retention of title agreement, except with the leave of the Court and
subject to such terms as the Court imposes; and

f) the enforcement of any right of reentry or forfeiture under any lease in respect of
any premises occupied by Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries (including
any enforcement pursuant to section 18 or 18A of the Conveyancing and Law of
Property Act (Cap. 61)) shall be restrained, except with the leave of the Court and
subject to such terms as the Court imposes.

The moratoria on actions referred to above applies to any person in Singapore or within the
jurisdiction of the Court, whether the act takes place in Singapore or elsewhere.

Based on the results of the PKPU decision in Indonesia and the Moratorium in Singapore, all
of the Company's creditors do not have Legal Standing to file a PKPU or other legal action
and are subject to the Singapore Moratorium Decision until the specified date. The Company
will focus on completing the ongoing restructuring process and hopes that the agreement
with all creditors can be realized as soon as possible.

Until now, the Company's operational activities are still running normally without any
reduction in production or reduction of employees/layoffs.
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